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2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan 
sebelummnya degan topik yang paling mendekati dan bisa dijadikan sebagi acuan 
dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut: 
 
1. Crista Fianica Wulolo dan Isna Putri Rahmawati (2017) 
Penelitian dari Crista Fianica Wulolo dan Isna Putri Rahmawati (2017) 
bertujuan untuk menganalisis kuantitas dan kualitas pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan pedoman pelaporan 
keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) G4. Variabel penelitian ini adalah 
CSR sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 
sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 dan 2015 sebanyak 32 
perusahaan. Teknik analisis penelitian ini adalah content analysis. Hasil  
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kuantitas dan kualitas pengungkapan 
CSR pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2014 dan 2015 masih tergolong 
rendah. 
Persamaan: 
a. Penelitian dari Crista Fianica Wulolo dan Isna Putri Rahmawati (2017) 
dengan penelitian yang diteliti saat ini sama-sama menganalisis 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 
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b. Populasi yang digunakan penelitian Crista Fianica Wulolo dan Isna Putri 
Rahmawati (2017) dengan penelitian yang diteliti saat ini sama-sama 
mengambil perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
c. Pedoman pengukuran yang diganakan sama-sama menggunakan Global 
Reporting Initiative (GRI) G4. 
Perbedaan: 
a. Periode data pelaporan yang digunakan berbeda. Pada penelitian Crista 
Fianica Wulolo dan Isna Putri Rahmawati (2017) mengunakan periode 
laporan keuangan tahun 2014 dan 2015, sedangkan pada penelitian saat 
ini menggunakan periode laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. 
b. Teknik analisis yang digunakan oleh Crista Fianica Wulolo dan Isna 
Putri Rahmawati (2017) adalah content analysis, sedangkan pada 
penelitian saat ini menggunakan teknik uji beda rata-rata sampel tidak 
berpasangan. 
 
2. Nuraini Sari (2014) 
Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Sari (2014) bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) dalam laporan keberlanjutan perusahaan perusahaan tambang. Penelitian 
juga menganalisis pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan perusahaan 
dengan standar Global Reporting Initiatives (GRI) 3.1. Sampel penelitian ini 
berjumlah 2 perusahaan sektor pertambangan, yaitu Perusahaan Batubara Bukit 
Asam (Persero) Tbk. Dan Perusahaan Timah (Persero) Tbk. pada laporan 
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keberlanjutan perusahaan untuk tahun 2012. Penelitian ini menggunakan  
kualitatif dalam bentuk studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah 
kedua perusahaan sudah mengungkapkan CSR sesuai dengan GRI3.1. Batubara 
Bukit Asam (Persero) Tbk dan Timah (Persero) Tbk telah mengungkapan setiap 
indikator kinerja dan pengungkapan rata-rata sudah melebihi 75%. Namun 
pengungkapan indikator dan masing-masing aspeknya masih belum rinci. 
Persamaan: 
a. Penelitian yang dilakukan Nuraini Sari (2014) sama-sama menganalisis 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 
b. Penelitian Nuraini Sari (2014) dengan penelitian yang saat ini dilakukan 
sama sama membandingkan pengungkapan CSR perusahaan. 
c. Populasi yang digunakan sama-sama mengambil perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Perbedaan: 
a. Periode data pelaporan yang yang digunakan berbeda. Pada penelitian  
Nuraini Sari (2014) hanya mengunakan satu periode laporan keuangan 
tahun 2012 saja, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 
periode laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. 
b. Pedoman pengukuran yang digunakan oleh Nuraini Sari (2014) 
menggunakan standar Global Reporting Initiatives (GRI) 3.1. Sedangkan 
pada penelitian saat ini menggunakan pedoman standar  Global 





3. Amrina Yulfajar (2013) 
Penelitian yang dilakukan Amrina Yulfajar (2013) bertujuan untuk 
mendapatkan pemahaman mengenai indikator aktivitas CSR yang diungkapkan, 
tingkat kepatuhan pengungkapan aktivitas CSR serta ada tidaknya peningkatan 
kepatuhan pengungkapan aktivitas CSR tersebut oleh perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada laporan tahunan dan 
sustainability report mereka tahun 2007 dan 2008. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
yaitu perushaan pertambangan yang terdaftar di BEI, sedangkan sampel yang 
digunakan berjumlah 4 perusahaan pertambangan. Teknik analisis yang digunakan 
yaitu pertama, membuat tabel. Kedua, melakukan analisis. Ketiga, mengisi tabel 
berdasarkan hasil analisis. Keempat, membuat ringkasan dari tabel kerja. Kelima, 
menjelaskan tingkat kepatuhan pengungkapan, mengemukakan topik 
pengungkapan yang menarik dalam pembahasan, dan mendiskusikan tema 
penelitian. Keenam, memberikan kesimpulan dan saran. Hasil pada penelitian ini 
menemukan bahwa indikator yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan 
pertambangan di Indonesia adalah indikator ekonomi yang diikuti oleh indikator 
sosial dan indikator lingkungan. Indikator ekonomi juga merupakan indikator 
dimana perusahaan tambang memiliki rata-rata kepatuhan paling tinggi 
dibandingkan dengan kepatuhan atas indikator sosial dan indikator lingkungan. 
Rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan aktivitas CSR perusahaan 
pertambangan di Indonesia secara keseluruhan masih belum sepenuhnya 
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memenuhi standar, meski telah terjadi peningkatan pengungkapan pada tahun 
tersebut, yakni 45% pada tahun 2007 dan 58,5% pada tahun 2008. 
Persamaan: 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Amrina Yulfajar (2013) dengan penelitian 
yang diteliti saat ini sama-sama menganalisis pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR). 
b. Penelitian Amrina Yulfajar (2013) dengan penelitian yang diteliti saat ini 
sama sama menggunakan dua periode pelaporan keuangan sebagai 
informasi yang dianalisis. 
c. Populasi yang digunakan oleh Amrina Yulfajar (2013) dengan penelitian 
yang saat ini dilakukan sama-sama mengambil perusahaan-perusahaan 
yang bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
Perbedaan: 
a. Periode data pelaporan yang Amrina Yulfajar (2013) mengunakan 
periode laporan keuangan tahun 2007 dan 2008. Sedangkan pada 
penelitian saat ini dilakukan menggunakan periode laporan keuangan 
tahun 2015 dan 2016. 
b. Penelitian yang dilakukan oleh Amrina Yulfajar (2013) merupakan 
penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan 







4. Sri Suryaningsum, M. Irhas Effendi, R. Hendri Gusaptono, dan Sri 
Wahyuni (2016) 
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Suryaningsum, M. Irhas Effendi, R. 
Hendri Gusaptono, dan Sri Wahyuni (2016) ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mendapatkan bukti empiris tentang perbandingan penerapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) di PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan PT Adhi KaryaTbk. 
Sampel penelitian menggunakan 2 penelitian yaitu, PT Bukaka Teknik Utama Tbk 
dan PT Adhi Karya Tbk pada 2013-2015. Dalam penelitian ini, menggunakan 
literature review untuk membandingkan penerapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tanggung 
jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Bukaka Teknik 
Utama Tbk dari tahun 2013-2015 tidak terlalu baik. Karena hanya sebatas 
memenuhi pada aspek kesehatan serta pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 
Sementara PT Adhi Karya Tbk sudah menerapkan seluruh aspek yang dapat 
mendukung terjadinya Corporate Social Responsibility (CSR), dan mereka setiap 
tahun memiliki inovasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
sangat baik. 
Persamaan: 
a. Penelitian yang diteliti oleh Sri Suryaningsum, M. Irhas Effendi, R. 
Hendri Gusaptono, dan Sri Wahyuni (2016) dengan penelitian saat ini 
sama-sama menganalisis Corporate Social Responsibility (CSR). 
b. Penelitian Sri Suryaningsum, M. Irhas Effendi, R. Hendri Gusaptono, 
dan Sri Wahyuni (2016) dengan penelitian yang diteliti saat ini sama 
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sama melakukan perbandingan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
Perbedaan: 
a. Populasi dan sampel yang digunakan oleh Sri Suryaningsum, dkk (2016) 
hanya menggunakan dua perusahaan yaitu PT Bukaka Teknik Utama Tbk 
dan PT AdhiKaryaTbk, sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan 
menggunakan populasi dan sampel dari perusahaan-perusahaan sektor 
pertambangan yang ditentukan dengan metode purposive sampling. 
b. Tenik yang digunakan untuk membandingkan penerapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) oleh Sri Suryaningsum, dkk (2016) yaitu 
literature review, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan uji 
beda rata-rata sampel tidak berpasangan. 
 
5. Aida Yulia dan Afrianti (2014) 
Aida Yulia dan Afrianti (2014), penelitian ini bertujuan untuk menguji 
perbedaan pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan high 
profile dan perusahaan low profile di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 
Sampel yang digunakan sebanyak 50 perusahaan high profile dan 101 perusahaan 
low profile. Teknik analisis yang digunakan yaitu Uji Beda Independent Sample t-
Test. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan jumlah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) antara 
perusahaan low profile dan high profile yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 





a. Penelitian yang diteliti oleh Aida Yulia dan Afrianti (2014) dengan 
penelitian saat ini sama-sama menganalisis Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
b. Penelitian Aida Yulia dan Afrianti (2014) dengan penelitian yang diteliti 
saat ini sama sama membandingkan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR).  
c. Penelitian Aida Yulia dan Afrianti (2014) juga sama sama menggunakan 
teknik analisis uji beda independent sample t-test. 
Perbedaan: 
c. Populasi dan sampel yang digunakan oleh Aida Yulia dan Afrianti (2014) 
menggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan high profile dan 101 
perusahaan low profile di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011, 
sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan menggunakan populasi dan 
sampel dari perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang ditentukan 
dengan metode purposive sampling. 
 
6. Lijie Yang dan Zulnaidi Bin Yaacob (2012) 
Lijie Yang dan Zulnaidi Bin Yaacob (2012) melakukan penelitian 
mengenai analisis perbandingan Corporate Social Responsibility (CSR) pada 
perusahaan China dan Malaysia bertujuan untuk penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan tingkat dan fokus Corporate Social Responsibility Disclosure 
(CSD) antara perusahaan top listed di China dan Malaysia. Studi empiris ini 
berfokus pada tahun 2010. Data dikumpulkan dari 10 perusahaan yang terdaftar 
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masing-masing dari Shanghai Stock Exchange China dan Bursa Malaysia sesuai 
dengan kapitalisasi pasar mereka. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan top 
listed di China memiliki tingkat Corporate Social Responsibility Disclosure 
(CSD) yang relatif lebih tinggi. Aktivitas filantropi, pendidikan, dan pelatihan 
karyawan menampilkan tiga sub tema pertama yang terkait dengan perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di China. Sementara di Malaysia, tiga topik utama yang 
penting adalah kegiatan pendidikan, polusi, dan aktivitas filantropi. Studi ini juga 
menemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam sub tema kegiatan 
konsumen dan filantropi dengan melakukan t-test.  
Persamaan: 
a. Penelitian yang diteliti dan dilakukan oleh Lijie Yang dan Zulnaidi Bin 
Yaacob pada tahun 2012 dengan penelitian saat ini dilakukan sama-sama 
menganalisis perbandingan Corporate Social Responsibility (CSR). 
b. Teknik analisis yang digunakan oleh Lijie Yang dan Zulnaidi Bin 
Yaacob (2012) dengan penelitian saat ini sama sama menggunakan 
independent samples t-test untuk membandingkan Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
Perbedaan: 
a. Populasi dan sampel yang digunakan oleh Lijie Yang dan Zulnaidi Bin 
Yaacob (2012) berfokus mengunakan perusahaan top listed di China dan 
Malaysia sebanyak 10 perusahaan yang terdaftar masing-masing dari 
Shanghai Stock Exchange China dan Bursa Malaysia tahun 2010, 
sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan menggunakan populasi dan 
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sampel dari perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang ditentukan 
dengan metode purposive sampling. 
b. Periode data pelaporan yang digunakan oleh Lijie Yang dan Zulnaidi Bin 
Yaacob (2012) yaitu periode laporan keuangan tahun 2010 saja. 
Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan periode laporan 
keuangan tahun 2015 dan 2016. 
2.2 Landasan Teori 
Landasan teori merupakan penjelasan tentang teori-teori yang digunakan 
untuk mendasari dan mendukung dalam sebuah penelitian yang diperoleh dari 
literatur, antara lain: 
 
2.2.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 
Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer 
(1975) dalam Bustanul, dkk (2012) Teori legitimasi dikemukakan yang 
memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut 
perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada 
posisi terancam dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy gap. 
Legitimasi gap akan muncul apabila  perusahaan tidak peka terhadap dampak 
yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat 
terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan 
sebesar-besarnya (Ang dan Masella, 2015). Pengungkapan CSR sangat 
bermanfaat bagi perusahaan untuk meminimalkan legitimasi gap melalui 
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peningkatan kesesuaian antara operasional perusahaan dan pengharapan 
masyarakat. 
Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan 
kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik 
fisik maupun non-fisik. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategi bagi 
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat 
dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksikan strategi perusahaan, terutama 
terkait dengan upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang 
semakin maju. Ciri-ciri apabila perusahaan atau organisasi telah dilegitimasi oleh 
masyarakat (legitimet) adalah sesuai dengan kerangka rasional dan legal dalam 
masyarakat tersebut. (Ponny, 2011) 
Menurut O’Donovan (2002) dalam Nor (2011:87) berpendapat bahwa 
legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat 
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari 
masyarakat. Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Imam dan Anis 
(2014:441), legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan 
yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap 
batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan 
memperhatikan lingkungan.  
Gray et. al, (1996) dalam Nor (2011:88) berpendapat bahwa legitimasi 
merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan 
terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. 
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Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada 
society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. 
Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Imam dan Anis (2014:442) 
memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan 
bahwa organsisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang 
melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem 
sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama 
kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai 
legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi 
diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi 
perusahaan.  
Menurut Ang dan Marsella (2015), saat ini tuntutan untuk perusahaan 
tidak  hanya berorientasi pada keuntungan finansial namun juga memiliki 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan karena perusahaan telah 
memperoleh keuntungan dari adanya pemanfaatan terhadap suatu sumber daya, 
sehingga keuntungan yang diperolehnya dikembalikan lagi kepada masyarakat 
dan lingkungan. Selain itu, perusahaan bisa secara tidak langsung memperkuat 
legitimasi yang didapatnya dari masyarakat dan memperoleh dampak pada nilai 
perusahaan di mata investor dan masyarakat luas dengan melakukan 
pengungkapan tanggung jawab sosial. 
Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 
masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 
perusahaan dari masyarakat. Legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau 
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sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs 2 
1990; Dowling dan Pfeffer 1975; O’Donovan 2002) dalam (Imam dan Anis, 
2014:443). Melalui adanya teori legitimasi ini diharapkan perusahaan dalam 
melaksanakan kegiatan CSR tidak lagi menjadi sebuah paksaan yang berdampak 
merugikan bagi perusahaan, melainkan hal ini menjadi dasar bagi perusahaan 
untuk menciptakan keselarasan sosial yang sesuai dengan norma dan nilai dalam 
masyarakat sehingga legitimasi perusahaan dapat tercapai.  
 
2.2.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Perkembangan Social Responsibility di breakdown menjadi tiga periode 
di dunia (Solihin, 2008) dalam (Nor, 2011:49), yaitu: 
1. Perkembangan awal yang masih diwarnai konsep tradisional yaitu antara 
1950-1960. 
2. Perkembangan pertengahan antara tahun 1970-1980. 
3. Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang. 
CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan 
bukunya berjudul “Social Responsibilities of The Businessmen” yang diterbitkan 
di Amerika Serikat pada era 1950-1960. Pengakuan publik terhadap prinsip-
prinsip tanggung jawab sosial yang ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan 
secara aklamasi sebagai bapak CSR. Tanggungjawab sosial (social responsibility) 
muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis secara personal pemilik 
modal, sehingga tanggungjawab sosial merupakan bentuk sikap derma yang 
ditunjukkan pada masyarakat sekitar (Nor, 2011:51).   
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Pada dekade 1980 berbagai lembaga riset mulai melakukan penelitian 
tentang manfaat CSR bagi perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya, 
sampai sinipun definisi CSR masih kabur dan sulit diseragamkan. Dekade 1990 
adalah  periode dimana CSR mendapat pengembangan makna dan jangkauan. 
Sejak saat itu banyak model CSR diperkenalkan termasuk Corporate Social 
Performance (CSP), Business Ethics Theory (BET), dan Corporate Citizenship, 
sejak saat itu CSR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha dibanyak negara. 
Menurut Milton Friedman menyatakan bahwa tanggung jawab sosial 
perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik 
perusahaan (owners), biasanya dalam bentuk menhasilkan uang sebanyak 
mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam 
suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dam perundang-undangan 
(Ismail, 2009:32). 
Johnson and Johnson (2006) dalam  Nor (2011:46) mendefinisikan 
Corporate Social Responsibility sebagai berikut: 
Corporate social pesponsibility pada dasarnya berangkat dari filosofi 
bagaimana cara mengelolah perusahan baik sebagian maupun secara 
keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan.” Untuk 
itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan 
menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat 
dan lingkungan. 
 
Lorde Holme and Richard Watts (2006) dalam Nor (2011:46) 
mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai berikut: 
Tanggungjawab sosial merupakan komitmen keberlanjutan para pelaku 
bisnis untuk memegang teguh etika bisnis dalam beroperasi, memberi 
kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan, serta berusaha 
mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi para pekerja, 





Khasali Reinald (2007) dalam Nor (2011:vii) menyatakan bahwa 
tanggungjawab sosial memiliki muatan strategis dalam mendukung konstruksi 
strategi perusahaan guna mewujudkan keunggulan kompetitif (competitive 
advantage). Melalui adanya CSR ini perusahaan diharapkan dapat menyampaikan 
pesan dan perannya dengan memberikan perhatian terhadap lingkungan, 
masyarakat, dan pembangunan yang akan datang. 
Perkembangan CSR di dunia saat ini menjadikan sebuah tantangan baru 
bagi perusahaan dimana pengungkapan CSR dijadikan persyaratan yang 
ditentukan oleh pemerintah  masing-masing negara tempat perusahaan beroperasi. 
Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan apabila tidak memberikan 
dampak merugikan lingkungan akan memiliki citra tersendiri di mata konsumen 
(Ni Putu Ananda dan Putu Yudi, 2017).   Menurut Neilsen tahun 2014 yang 
merpakan sebuah lembaga bidang informasi dan pengukuran perusahaan global 
termuka, merilis survey terbarunya mewartakan setidaknya 55 persen dari 
konsumen global di 60 negara bersedia membayar lebih untuk produk dan layanan 
yang disediakan oleh perusahaan dengan pertimbangan sejauh mana komitmen 
mereduksi dampak sosial dan lingkungan. Kecenderungan tersebut menguat pada 
di Asia-Pasifi k (64 persen), Amerika Latin (63 persen), Timur Tengah/ Afrika 
(63 persen), Amerika Utara (42 persen) dan Eropa (40 persen). Gelombang 





2.2.3 Perkembangan CSR di Indonesia 
Perkembangan Corporate Social Responsibility (CR) di Indonesia 
pertama kali dikenal tahun 1980, kemudian istilah CSR semakin populer 
digunakan tahun 1990-an. Kegiatan CSR sebenarnya sejak telah lama dilakukan 
perusahaan, saat itu istilah awalnya disebut Corporate Social Activity (CSA) atau 
aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara 
faktual aksinya mendekati konsep CSR yang mempresentasikan bentuk “peran 
serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan 
(Nurdizal, dkk, 2011:81). 
Tahun 2003 lembaga pemerintahan yaitu departemen sosial tercatat 
sebagai lembaga pemerintah selalu aktif mengembangkan konsep CSR serta 
memberikan sebuah advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Departemen 
sosial dianggap sebagai pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia (Nurdizal, dkk, 
2011:81). Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan dan 
peraturan sebagai dasar pedoman dalam melaksanakan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) antara lain yaitu: 
1. Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. 
2. Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara. 
3. Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
4. Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 
6. Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. 
Menurut Ismail (2009:51) perkembangan CSR untuk konteks Indonesia 
(terutama pelaksanaan CSR untuk kategori discretionary responsibilities) dapat 
dilihat dari dua perspekrif berbeda yaitu pertama, pelaksanaan CSR memang 
merupakan praktik bisnis secara sukarela (discretionary business practice) artinya 
pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan 
merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kedua, 
pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan discretionary business practice, 
melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang (bersifat 
mandatory). 
Peraturan akuntansi mengenai tanggungjawab sosial perusahaan di 
Indonesia diterbitkan oleh  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diatur dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 15 (2012) yang 
menyatakan bahwa, entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan 
keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, 
khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan 
penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok 
pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan 
tersebut diluar ruang lingkup SAK (Standar Akuntansi Keuangan, 2012).  
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Penerapan CSR saat ini bisa dikatakan sebagai sebuah investasi bagi 
perusahaan dalam keberlanjutan usahanya. Keberlanjutan usaha melalui CSR 
berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitasnya tetap 
memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan juga 
memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap 
memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan, dengan 
demikian keberlanjutan akan berputar pada keberpihakan sosial dan bagaimana 
upaya memanfaatkan sumber daya yang ada agar tetap memperhatikan generasi 
masa datang (Nor, 2011:59).  
 
2.2.4 Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan 
Seiring  dengan perkembangan pada dunia bisnis dari waktu kewaktu 
menjadikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah bagian yang tidak 
dapat terpisahkan dari perusahaan.  Terdapat tiga alasan penting mengapa 
perusahaan harus melaksanakan program CSR, khususnya terkait dengan 
perusahaan ekstraktif (Wibisono, 2007) dalam (Teresia dan Dedi, 2014). Pertama, 
perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar apabila 
sebuah perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat yang ada 
disekitarnya. Kegiatan sosial disini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya 
timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh 
pihak perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping 
sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (discomfort) pada 
masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki 
hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan CSR yang 
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dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan 
menghindarkan konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat 
yang ada disekitarnya. Beberapa alasan sekaligus sebagai motivasi bagi pihak 
manajemen untuk melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan menurut 
Deegan (2002) dalam Nor (2011:158), antara lain: 
1. Memenuhi dan mematuhi aturan (legal)  
2. Economice rational, hal ini terkait dengan membangun image (the right 
think) dan mendukung competitive advance 
3. Merupakan bentuk akuntabilitas dan responsibilitas 
4. A disire to comply with borrowing requairement 
5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspetasi masyarakat, yang 
merupakan harapan kepatuhan terhadap kontrak sosial 
6. Meningkatkan legitimasi organisasi 
7. To manage particular (perhaps powerfull) stakeholder group 
8. Meningkatkan kepercayaan investor 
9. Memenuhi dan melaksanakan kode etik dalam industri 
10. Memenuhi kebijakan dalam pengungkapan 
11. Penghargaan (rewards) dalam pelaporan. 
 
CSR menunjukan bahwa tanggung jawab perusahaan harus didasarkan 
pada triple botton lines, yang meliputi aspek sosial, lingkungan dan keuangan. 
Konsep riple botton lines merupakan kelanjutan dari sustainable development 
yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab: 
baik kepada pihak shareholder maupun stakeholder. Konsep triple botton lines 
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dikemukakan oleh John Eklington (1997) dalam buku “Canibalts with Forks, the 
Triple Botton Line of Twentieth Century Business” yang mengakui bahwa jika 
perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P. Pada gambar 2.1 
mengisyaratkan bahwa terjadi konektisitas secara integral antara kepedulian 
masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan serta upaya perusahaan dalam 










Gambar 2.1 Konsep Triple Botton Lines 
 
Standar yang bisa digunakan oleh perusahaan yaitu, ISO 26000 dan ISO 
14000. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela 
mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua 
sektor badan publik ataupun badan privat, baik di negara berkembang maupun 
negara maju. ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility yang 
mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari 
keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku 
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yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan 
kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku 
internasional; serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian 
ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa (Bambang dan Melia, 2007) 
dalam (Elita, 2011). 
Menurut International Organization for Standardization (iso.org) ISO 
14000 adalah kumpulan standar-standar terkait pengelolaan lingkungan yang 
disusun untuk membantu organisasi untuk: 
1. Meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan (proses dll) mereka 
terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan 
terhadap udara, air atau tanah. 
2. Mematuhi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan-persyaratan 
berorientasi lingkungan yang berlaku. 
3. Memperbaiki hal-hal di atas secara berkelanjutan. 
 
 
ISO 1400 memiliki tujuan utama untuk mempromosikan pengelolaan 
lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi dan untuk 
menyediakan perangkat yang berguna dan berfungsi yang hemat biaya, berbasis 
sistem, fleksibel, dan mencerminkan organisasi yang terbaik dan praktik-praktik 
terbaik untuk mengumpulkan, menerjemahkan dan mengkomunikasikan informasi 
tentang lingkungan CSR. (iso.org) 
Menurut Princes of Wales Faoundation ada lima hal penting yang dapat 
mempengaruhi implementasi CSR yaitu, pertama, menyangkut human capital 
atau pemberdayaan manusia. Kedua, environments yang berbicara tentang 
lingkungan. Ketiga, Good Corporate Governance (GCG). Keempat, social 
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cohesion yang artinya jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial dalam 
melaksanakan CSR. Kelima,  economic strength atau memberdayakan lingkungan 
untuk menuju kemandirian ekonomi (Fitalina, 2013). 
 
2.2.5 Penghargaan Corporate Social Responsibility 
Implementasi CSR yang baik akan mendapat pengakuan dari pihak 
eksternal perusahaan terhadap apa yang dijalankannya melalui pemberian 
penghargaan (award). Penghargaan merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 
pihak-pihak yang memiliki prestasi di bidang tertentu. Berbagai penghargaan 
yang diberikan kepada perusahaan tentunya dapat memotivasi perusahaan untuk 
melakukan yang terbaik, dengan harapan perusahaan tersebut memiliki reputasi 
yang bagus dan berbanding lurus dengan prestasinya (Randika dan Yeterina, 
2014). Hal ini menunjukan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki program 
CSR yang baik dan mengungkapkannya dengan baik juga maka perusahaan akan 
memperoleh penghargaan atau apresiasi dibidang CSR atas apa yang 
dilakukannya, sedangkan apabila suatu perusahaan yang tidak terlalu baik dalam 
melakukan program dan pengungkapan CSR juga tidak akan mendapatkan 
penghargaan atau apresiasi pada bidang tersebut. Keberhasilan sebuah perusahaan 
dalam meraih award dapat dinilai dari laporan keuangannya dengan 
memperhatikan aspek “3P” (Profit, People, Planet). Perusahaan yang mendapat 
penghargaan Indonesian CSR Award dianggap memiliki kinerja yang baik, 
sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi. (Supatmin dan Neogo, 2011). 
Menurut penelitian Siti (2013) mengenai CSR di negara Belanda dan 
Kanada menyatakan bahwa pemerintah di negara Belanda  mendukung 
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pentingnya implementasi CSR dengan memberikan penghargaan kepada 
perusahaan yang menerapkan CSR setiap tahunnya dan yang dianggap berprestasi 
di bidang “Achievement in Innovation and Sustainability”. Pemberian 
penghargaan oleh pemerintah Belanda ini didasarkan atas hasil penilaian terhadap 
transparasi laporan tahunan tentang penerapan CSR, karena transparasi laporan 
tahunan merupakan salah satu bidang utama CSR. Sejalan dengan pemerintah 
Belanda, pemerintah di Kanada juga memberikan stimulus dalam bentuk 
penghargaan (CSR award) dalam bentuk sertifikat yang diharapakan dapat 
memotivasi perusahaan untuk menerapkan CSR. Perusahaan yang layak 
mendapatkan penghargaan adalah perusahaan yang mampu mengintegrasikan 
CSR kedalam struktur perusahaan, proaktif dan inovatif dalam mencarikan solusi 
CSR, bekerja sama dengan pemangku kepentingan, dan melaporkan CSR secara 
berkala. Melalui penghargaan CSR ini diharapakan pengusaha di Kanada 
tertantang untuk menjadi kompetitif, menguntungkan, produktif dan inovatif, serta 
bertanggungjawab terhadap perlindungan lingkungan, korupsi, HAM, praktek 
manajemen SDM, dan lain-lain. Apabila praktik penghargaan ini dilakukan, maka 
perusahaan akan mendapatkan kredibilitas publik. 
Penghargaan yang diperoleh perusahaaan  diharapkan tidak hanya 
menganggap CSR sebagai beban, namun sampai saat ini banyak perusahaan yang 
mengganggap CSR sebagai beban (Sulis, Puji, dan Gunartin, 2016). Pihak lain 
seperti Bappeda Kabupaten Sidorjo yang peduli terhadap CSR menyatakan bahwa  
apabila pelaksanaan dan pelaporan CSR memiliki sinergisitas, maka Bappeda 
akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan 
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program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang 
memiliki program CSR yang bagus dan penghargaan yang diberikan membantu 
perusahaan untuk mendapatkan legitimasi ((Sulis, Puji, dan Gunartin, 2016). 
Penghargaan dibidang CSR yang diselanggarakan oleh pihak-pihak 
independen disampaikan dalam berbagai bentuk. Seperti pada penelitian Randika 
dan Yeterina (2014) yang membahas mengenai penghargaan Indonesia 
Sustainability Reporting Awards (ISRA) yang diselenggarakan oleh  Ikatan 
Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM). Perusahaan-
perusahaan yang menjadi pemenang ISRA mempunyai pengungkapan pelaporan 
mengenai aspek lingkungan dan sosial yang baik, di samping aspek ekonomi. 
Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan melalui bentuk 
apresiasi atau penghargaan dibidang CSR bagi perusahaan, salah satu contohnya 
yaitu  Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang 
dilaksanakan dan dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dengan tujuan mendorong ketaatan industri terhadap 
peraturan lingkungan hidup. Kriteria PROPER ditandai dengan label warna, 
dimana untuk PROPER dengan insentif atau baik ditandai dengan label Emas, 
Hijau, dan Biru, sedangkan untuk PROPER dengan disinsentif atau tidak baik 
ditandai dengan label warna Merah dan Hitam (Proper.menlh.go.id). Bentuk 
penghargaan dibidang CSR yang diselenggaran juga bermacam-macam, antara 








Bentuk Penghargaan CSR 
 
Penghargaan Penyelenggara 
Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan (PROPER) 
Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) 
Indonesia Sustainability Reporting 
Award (ISRA) 
Ikatan Akuntan Indonesia 
Kompartemen Akuntan Manajemen 
(IAI-KAM) 
Indonesia Green Awards. La Tofi School of CSR 
SRIKEHATI Award  
Yayasan Keanekaragaman Hayati 
Indonesia (KEHATI) 
Center for Entrepreneurship, 
Change and Third Sector 
Corporate Social Responsibility 
(CECT CSR) Awards  
Center for Entrepreneurship, Change 
and Third Sector (CECT) 
Sustainability Reporting Awards 
2016 
The National Center for Sustainability 
Reporting (NCSR) 
The Global CSR Summit & Award The Pinnacle Group International 
Penghargaan TOP CSR 
Majalah Business News Indonesia 
dengan Indonesia CSR Society dan 




2.2.6 Pedoman Global Reporting Initiative (GRI) 
Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi nirlaba yang 
bekerja ke arah ekonomi global yang berkelanjutan dengan memberikan panduan 
pelaporan berkelanjutan. GRI menyediakan alat bagi organisasi untuk menghadapi 
isu pentingnya membuat laporan keberlanjutan bagi pemerintah, bursa efek, pasar, 
investor, dan masyarakat luas yang meminta perusahaan-perusahaan untuk 
transparan tentang tujuan, kinerja, dan dampak keberlanjutan mereka (Amrina, 
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2016). Pedoman ini juga menyediakan referensi internasional untuk semua pihak 
yang terlibat dengan pengungkapan pendekatan tata kelola serta kinerja dan 
dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi organisasi. Pedoman ini berguna untuk 
menyiapkan berbagai jenis dokumen yang memerlukan pengungkapan tersebut 
(Global Reporting Initiative, globalreporting.org) 
Pedoman ini dikembangkan melalui proses yang melibatkan pemangku 
kepentingan global dari perwakilan dari bisnis, tenaga kerja, masyarakat sipil, dan 
pasar keuangan, serta auditor dan pakar di berbagai bidang, dan melalui dialog 
erat bersama regulator dan lembaga pemerintah di beberapa negara. Pedoman ini 
dikembangkan bersesuaian dengan dokumen yang terkait pelaporan yang telah 
diakui secara internasional, yang direferensikan di seluruh Pedoman ini (Global 
Reporting Initiative, globalreporting.org). 
Secara berkala peninjauan pedoman pelaporan keberkelanjutan GRI 
dilakukan untuk memberikan panduan atau pedoman yang terbaik dan termutakhir 
bagi keefektifan pelaporan keberlanjutan. Pedoman GRI-G4, merupakan generasi 
keempat pedoman yang diluncurkan pada Mei 2013. Menurut Amrina (2016) 
tujuan G4 adalah sederhana yaitu untuk membantu pelapor menyusun laporan 
keberlanjutan yang bermakna - dan membuat pelaporan keberlanjutan yang 
mantap dan terarah menjadi praktik standar. G4 dirancang agar dapat diterapkan 
secara universal di semua jenis dan sektor organisasi, skala besar dan kecil, di 
seluruh dunia. Pedoman G4 ini memiliki fitur lebih mudah untuk digunakan, baik 
bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan 
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keberlanjutan dari sektor apapun yang didukung oleh bahan-bahan dan layanan 
GRI lainnya. (Global Reporting Initiative, globalreporting.org). 
GRI-G4 mencakup rujukan ke rerangka lain yang dikenal luas, dan 
dirancang sebagai rerangka konsolidasian untuk kinerja pelaporan dengan 
berbagai kode dan norma keberlanjutan. Indikator versi GRI-G4 berjumlah 91 
indikator pengungkapan yang meliputi tiga kategori yaitu: 
a. Ekonomi (EC) 
Indikator kategori ekonomi menurut GRI versi G4 menjelaskan 
mengenai dampak dari organisasi atau perusahaan terhadap keadaan 
ekonomi yang ada di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori 
ekonomi menggambarkan arus modal diantara pemangku kepentingan 
yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi diseluruh 
lapisan masyarakat. Kategori ekonomi terdiri dari 9 indikator 
pengungkapan CSR. 
b. Lingkungan (EN) 
Indikator GRI-G4 kategori lingkungan menjelaskan mengenai dampak 
yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan pada sistem alam yang 
hidup maupun tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. 
Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti 
energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen dan limbah). Termasuk 
juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan 
dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Kategori 
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lingkungan menurut GRI-G4 terdiri dari 34 indikator pengungkapan 
CSR. 
c. Sosial 
Kategori sosial terbagi menjadi empat cakupan yaitu, praktik 
ketenagakerjaan dan lingkungan (LA), hak asasi manusia (HR), 
masyarakat (SO), dan tanggung jawab produk (PR). 
1. Praktik Ketenagakerjaan & Lingkungan (LA) 
Sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan lingkungan menurut GRI-G4 
memberikan penjelasan mengenai pratik tenaga kerja yang ada pada 
organisasi atau prusahaan. Kategori ini menggambarakan karyawan 
sebagai fokus utama perusahaan, baik itu masalah kesehatan, 
keselamatan, bahkan kenyamanan bekerja. Sub-kategori ini terdiri dari 
16 indikator yang digunakan untuk pengungkapan CSR. 
2. Hak Asasi Manusia (HR) 
Menurut GRI-G4 sub-kategori hak asasi manusia memberikan 
pembahasan mengenai sejauh mana proses telah diterapkan, insiden 
pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan kemampuan pemangku 
kepentingan untuk mendapatkan dan menggunakan hak asasi mereka. 
Sub-kategori ini terdiri dari 12 indikator yang digunakan untuk 
pengungkapan CSR. 
3. Masyarakat (SO) 
Sub-kategori Masyarakat menurut GRI versi G4 memberikan gambaran 
mengenai kepedulian dari organasi atau perusahaan kepada masyarakat 
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yang ada disekitar perusahaan, meliputi bagaimana perusahaan 
memperlakukan masyarakat sekitar yang baik secara langsung maupun 
tidak langsung memperoleh dampak dari aktivitas operasi yang dilakukan 
perusahaan. Sebuah perusahaan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, 
jadi perusahaan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk 
masyarakat yang ada disekitarnya untuk mencegah adanya kesenjangan 
antara perusahaan dengan masyarakat, karena apapun yang dilakukan 
akan berdampak pada masyarakat. Sub-kategori masyarakat terdiri dari 
11 indikator penungkapan CSR. 
4. Tanggungjawab Produk (PR) 
Menurut GRI versi G4 sub-kategori tanggungjawab atas produk 
berhubungan dengan produk dan jasa yang secara langsung memengaruhi 
pemangku kepentingan, dan secara khusus kepada para pelanggan. 
Kategori tanggungjawab produk mencerminkan mengenai pengetahuan 
perusahaan terhadap produk yang mereka hasilkan. Sub-kategori ini 
terdiri dari 9 indikator pengungkapan CSR. (Global Reporting Initiative, 
globalreporting.org). 
91 indikator pengungkapan CSR GRI-G4 ini terlampir (lampiran 1). 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan pedoman 91 indikator GRI-G4 yang terdiri dari 3 indikator 
yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial serta 4 sub indikator sosial, meliputi 
ketenagakerjaan, HAM, masyarakat, dan tanggungjawab produk yang digunakan 
untuk pengukuran CSR dalam penelitian ini maka, kerangka pemikiran yang 
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digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara pengukuran CSR pada 
perusahaan sektor pertambangan yang mendapatkan penghargaan CSR dan 
perusahaan sektor pertambangan yang tidak mendapatkan penghargaan CSR pada 




























4.2 Hak Asasi Manusia 
4.3 Masyarakat 
4.4 Tanggungjawab Produk 





CSRTahun 2015-2016  
Perusahaan Sektor 
Pertambangan yang Tidak 
Mendapatkan Penghargaan 






2.4 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1: Ada perbedaan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
antara perusahaan sektor pertambangan yang mendapatkan penghargaan CSR 
tahun 2015-2016 dengan perusahaan sektor pertambangan yang tidak 
mendapatkan penghargaan CSR tahun 2015-2016. 
